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•. 

ABSTRAKSI 

PERJ,JNDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH 
OUTSOURCING 

(Studi Pada Departemen Ketenagakerjaan Deli Serdang) 

OLEH 

JESMAN RUMAPEA 
NPM : 07.840.0189 

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Mengamati "perusahaan" sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, 
menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi 
perlindungan hukum peke1ja/buruh, keduanya saling bertentangan, selaiu 
dijumpai kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dan 
selalu muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action. Nyatanya 
kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme financial telah beroperasi 
melalui "dis-solution subject" yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai 
subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di 
eksploitasi, inilah yang terjadi dW.am pn1ktik outsourcing di Indonesi<l, sehingga 
legalisasi outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan menuai kotroversi. Bagi yang setuju berdalih 
outsourc;tng bermanfaat dalam pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja 
barn. Bagi yang menolak beranggapan praktik outsourcing merupakan corak 
kapitalisme modem yang membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh. 

Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah; bagai mana 
legalitas praktik outsourcing di Kabupaten ketapang?, bagaimanakah pengusaha 
memberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh 
outsourcing?, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing 
dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang 
untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing. 
Tujtiannya adalah tmt\,lk melakµkan alanisis terhadap praktik outsourcing, 
mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi 
pekerja/buruh, mengetahui pelaksanaan perlindungan hukumnya dan menganalisis 
upaya perlindungan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. 

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode 
pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif 
Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan 
melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi(library and documentation) ser1a 
penelitian lapangan(fze/d research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan 
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dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive 
Sampling. 

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi 
pelanggaran syarat-syarat outsourcing di Kabupaten Ketapang, perlindungan ke�ia 
dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing tidak diberikan oleh 
pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh 
terkendala karena adanya kelemahan dalam system hukum ketenagakerjaan, baik 
substansi, struktur maupun kultumya. 

Oleh karena it\l, perll.l revisi atas beberapa peratl,.lran perundang-undangan 
ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang perlu menambah 
jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan 
fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan 
ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal 
serta memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan 
tujuan dan fungsinya dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Mengamati "perusahaan" sebagai simbol dari sistem ekonomi domman , 

menjadi jel::i.$ secara interen, struktur dan f\lngsinya �alah bagi perlindungan 

hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan 

antara rJqs sollr:n (keharusan) dan rJqs sqin (kenyataan) dan selalu rn.uncul 

diskrepansi antara law in the books dan law in action. Kesenjangan antara das 

soll<m dengan rJqs sqin ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip 

antara kepentingan hukum (perlindungan terhadap pekerja/burnh) dan 

kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum menghendaki 

terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksimal, bagi perusahaan hal 

tersebut justru dirnsakan sebagai suatu rintangan karena akan mengurangi !aba 

atau keuntungan. 

Kehadiran Negara yang semula diharapkan dapat membenka11 jaminan 

perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru terjadi sebaliknya, 

kehadiran Negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan 

pekerja/buruh. Sementara peran Negara dalam hubungan industrial terkesan 

fasilitatif dan akomodatif terhadap kepentingan pemodal. 

Indikasi lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dapat terlihat 
. 

dari problematika outsourcing (Alih Daya) yang akhir-akhir ini menjadi isu 

nasional yang aktual. Problematika outsourcing (Alih Daya) memang cukup 

b rvariasi seiring akselerasi penggunaannya yang semakin marak dalam duni;:i 

\ 
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usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur 

outsourcing yang telah berjalan ditengah kehidupan ekonomi dengan hegemoni 

kapitalisme financial yang beroperasi melalui "dis-solution subject", yang tidak 

memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, 

melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi. 

Problema outsourcing di Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya 

praktik outsourcing dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan yang banyak menuai kontroversi itu. Ditengah kekhawatiran 

masyarakat akan lahimya kembali bahaya kapitalisme, pemerintah .iustru 

melegalkan praktik outsourcing yang secara ekonomi dan moral merugikan 

pekerja/buruh. 

Kontroversi itu berdasarkan kepentingan yang melatarbelakangi konsep 

pemikiran dari masing-masing subjek. Bagi yang setuju berdalih bahwa 

outsourcing bermanfaat dalan1 pengembangan usaha, memacu tumbuhnya bentuk

bentuk usaha barn (kontraktor) yang secara tidak langsung membuka lapangan 

pekerjaan bagi para pencari kerja, dan bahkan di berbagai Negara praktik seperti 

ini bermanfaat dalam hal peningkatan pajak, pertumbuhan dunia usaha, 

pengentasari pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli 

masyarakat, sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebij akan 

bisnis tetap berorientasi pada keuntungan. 

Aksi menolak legalisasi sistem outsourcing dilatar belakangi pemikiran 

bahwa sistem ini merupakan corak kapitalisme modem yang akan membawa 

kesengsaraan bagi pekerja/buruh, dan memberikan kesempatan yang seluas-
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